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ABSTRAK 
Nama Penyusun :  Sulfisni Ika Puspita 
NIM :  10600106069 
Judul Skripsi : “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin di 
Makassar” 
 
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam negara hukum, Negara 
menjamin persamaan di hadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi 
manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di 
hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai juga dengan 
persamaan perlakuan. Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan tersebut 
adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang 
yang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela 
umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (access to 
justice). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peraturan tentang hak fakir 
miskin dalam konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum, (2) peran Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Makassar dalam memberikan bantuan hukum di Makassar, 
(3) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh LBH Makassar dalam memberikan 
bantuan hukumnya kepada fakir miskin. 
Temuan yang diperoleh dari pemelitian ini antara lain : (1) Bantuan 
Hukum adalah salah satu hak konstitusional fakir miskin. Tidak semua fakir 
miskin yang terlibat masalah hukum memilih untuk menggunakan hak tersebut 
dengan berbagai macam alasan, alasan utama mereka adalah faktor ekonomi. (2) 
LBH Makassar sudah berperan aktif dalam hal menjalankan tugas dan profesinya. 
Ini terbukti dimana sepanjang tahun 2007-2009 terjadi peningkatan kasus yang 
ditangani oleh LBH Makassar. (3) Ada beberapa hambatan-hambatan yang 
menjadi kendala bagi LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukumnya 
kepada fakir miskin. Kendala tersebut ada yang bersifat eksternal dan ada yang 
bersifat internal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “Negara Indonesia adalah 
Negara hukum”. Dalam negara hukum, Negara menjamin persamaan di hadapan 
hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang 
memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan 
hukum harus disertai juga dengan persamaan perlakuan. Salah satu bentuk adanya 
persamaan perlakuan tersebut adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, 
dimana tidak hanya orang yang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari 
advokat atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh 
keadilan (access to justice). 
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut negara 
mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik fakir miskin. Penegasan dari pasal 
tersebut mengimplikasikan bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan 
tugas dan tanggung jawab negara. Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD 
1945, yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
huskum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya”, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk 
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diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar 
pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu yang mendapat jasa hukum dari 
advokat (legal service). 
Perhatian terhadap masalah bantuan hukum menjadi relevan dan mengedepan 
kita perbincangkan dalam konteks keindonesiaan, setidak-tidaknya dilatar belakangi 
oleh empat hal. Pertama, konteks bantuan hukum sendiri bukanlah konsep yang 
sudah mati, artinya hingga sekarang ini kita harus secara terus-menerus mengkajinya, 
karena bagaimanapun juga pergeseran dan atau perkembangan yang menyangkut 
demensi waktu, pendekatan, (struktur) sosial, politik, dan ekonomi, serta kondisi-
kondisi lokal tentu memberikan pengaruh tersendiri. Kedua, semakin beragamnya 
permasalahan yang timbul dalam masyarakat, yang disertai dengan peningkatan 
kebutuhan hukum masyarakat, tuntutan untuk memperoleh keadilan melalui jalur 
hukum, perluasan spektrum fungsi dan peran profesi hukum, ataupun upaya-upaya 
dari penguasa untuk semakin menampilkan citra jalannya pemerintahan yang 
konstitusional yang kesemua itu pada gilirannya nanti akan turut mewarnai corak dan 
watak bantuan hukum. Ketiga, perkaitan yang erat antara hukum dengan masalah hak 
asasi manusia, meskipun dalam konteks yang luas masalah hak asasi manusia 
sebenarnya tidak hanya berkaitan erat dengan hukum, akan tetapi ia juga berkaitan 
erat dengan bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti sosial, politik, ekonomi, 
budaya, dan sebagainya. Empat, secara formal yuridis “jati diri” Negara Indonesia 
adalah sebuah negara hukum (Rechtsstaat). Dengan predikat negara hukum ini 
berimplikasi dengan menjadi terbatasinya perangkat kekuasaan ketatanegaraan oleh 
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hukum.
1
 Hal demikian dapat kita lihat dalam konstitusi kita. Pasal 4 ayat (1) UUD 
1945 mengatakan “Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah 
menurut Undang-Undang Dasar” demikian pula Pasal 9 tentang “sumpah presiden” 
dan sumpah “wakil presiden” yang antara lain berbunyi “…memegang teguh 
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya 
dengan selurus-lurusnya”. 
Pembicaraan tentang bantuan hukum, hak asasi manusia dan atau negara 
hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya mana 
kala kita mengingat bahwa dalam bangun negara hukum itu terlekati ciri-ciri yang 
mendasar, yaitu: 
1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan   dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur, dan pendidikan. 
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak dipengaruhi oleh sesuatu 
kekuasaan lain apapun. 
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
2
 
Oleh karena itu, misalnya suatu negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai 
negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan 
jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. 
                                                          
1
 H. Bambang Sunggono, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Cet. III; Bandung: 
Mandar Maju, 2009), h. 3. 
2
 Ibid., h. 4. 
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Program bantuan hukum bagi fakit miskin yang tidak mampu dan relatif buta 
hukum khususnya dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena kian 
dipermudah upaya-upaya semisal terbinanya sistem peradilan yang lebih berakar 
dalam perasaan hukum rakyat. Bukankah konstitusi kita menginginkan agar warga 
negara (rakya) menjunjung hukum? 
Bantuan hukum (legak aid) ini diberikan kepada orang yang tidak mampu 
agar mereka bisa memperoleh keadilan yang sama dengan orang yang keadaan 
ekonominya sudah mapan. Hal ini selaras dengan access to legal counsel sebagai hak 
asasi manusia yang dijamin dalam  United Nation Declaration of Human Rights 
dimana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh 
advokat.
3
 
Tidak adil bila mana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam 
masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak 
sanggup membayar jasa (fee) seorang advokat. 
Bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan jawaban atas asas persamaan di 
hadapan hukum yang perlu diatur dalam undang-undang, karena fakir miskin yang 
frustasi akan membahayakan kepentingan dan ketertiban masyarakat secara 
keseluruhan. Undang-undang bantuan hukum diharapkan suatu hari dapat merekayasa 
masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan bantuan hukum bagi fakir miskin. 
                                                          
3
 Frans Hendra Winarta, Advokat di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 29. 
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Dan bukankah dalam agama Islam kita juga diminta untuk tolong-menolong 
dalam kebaikan. Perintah tersebut dinyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 
2 yang berbunyi :  
Artinya :  “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya”. 
Pengaturan bantuan hukum melalui hukum positif selaras dengan pendapat 
bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Hanya yang dikehendaki rakyatlah 
yang menjadi hukum. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. 
Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang 
tanpa ada perbedaan telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945: 
“Segala warga nagara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”. 
Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin setiap orang 
untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum : 
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“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
Dengan adanya bantuan hukum bagi fakir miskin yang tentunya tidak mampu 
yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, saat terlibat dalam 
proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasehat 
hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara 
pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Disamping itu hal tersebut 
akan mendorong para penasehat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme 
dalam hal memberikan bantuan hukum. 
Hal tersebut diatas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada 
perlakuan yang kurang manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika ia 
miskin. Sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu 
sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegak 
hukum untuk menegakkan hak-hak para tersangka/terdakwa. Peristiwa semacam ini 
jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap 
tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 
Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal 
terhadap diri tersangka/terdakwa. Dan bila hal ini terus terjadi akan menyebabkan 
wibawah hukum dan pengadilan semakin terpuruk. 
Hal tersebus selaras dengan surah Al Hujurat ayat 9 dalam Al-Quran yang 
berbunyi : 
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Artinya :  “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan 
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah”. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 
Masih banyak fakir miskin di Indonesia yang sangat memerlukan jasa bantuan 
hukum. Dengan adanya bantuan hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, 
cita-cita untuk mencapai keadilan bagi semua orang (justice for all) dapat dicapai. 
Gerakan bantuan hukum akan berhasil jika dilakukan secara nasional dengan 
dukungan pemerintah dan semua unsur masyarakat. 
Olehnya kota Makassar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 350.780 jiwa (70.156 
keluarga) dari total penduduk 1.168.258 jiwa harus bisa mendapatkan hak 
konstitusinya untuk didampingi dan dibela apabila mereka menjalani proses hukum. 
Kota Makassar yang memiliki luas wilayah 175.77 Km
2
 (67.87 mil
2
) yang 
terbagi menjadi 14 kecamatan dan 143 kelurahan, seluruh kecamatan dan kelurahan 
di kota makassar memiliki penduduk miskin. 
Kecamatan Tallo yang tercatat sebagai kecamatan di Makassar yang paling 
terbanyak penduduk miskinnya. Jumlah warga miskin di kecamatan Tallo sebanyak 
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50.843 jiwa dari jumlah penduduk 131.116 jiwa. Terbanyak kedua adalah Kecamatan 
Tamalate, jumlah warga miskinnya sebanyak 47.382 jiwa dari total penduduknya 
148.309 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah 
Kecamatan Ujungpandang dan Wajo. Kecamatan Ujungpadang memiliki penduduk 
miskin sebanyak 3.227 jiwa dari total penduduknya 27.171 jiwa. Sedangkan 
Kecamatan Wajo memiliki penduduk miskin sebayak 4.791 jiwa dari jumlah 
penduduk 31.791 jiwa.
4
 Tentulah mereka semua membutuhkan bantuan hukum yang 
tanpa banyar dan mudah dijangkau saat mereka membutuhkan, saat mereka menjalani 
proses hukum. 
Keterangan yang diperoleh dari Daeng Bella seorang warga yang berdomosili 
di Kecamatan Tamalate mengatakan bahwa, dia tidak mengenal yang namanya 
bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Dia tidak tahu akan adanya lembaga yang 
memberi bantuan hukum untuk orang sepertinya menurut beliau jasa advokat atau 
pengacara hanya untuk orang-orang yang berduit makanya beliau memilih untuk 
menghindar dari yang namanya urusan hukum.
5
 
Hampir senada dengan Daeng Belle, Akbar seorang mantan narapidana 
mengungkapkan saat menjalani proses hukum dia terpaksa pasrah dengan apa yang 
yang diterimanya tanpa tahu itu layak atau tidak karena dia buta akan hukum. Dia 
                                                          
4
 www.corcern.com 
5
 Daeng Bella, Tukang Becak di kec. Tamalate, Kel. Pa’baeng-baeng, wawancara oleh penulis 
di Jalan Andi Tonro IV, 15 Juni 2010. 
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tidak meminta pendampingan oleh advokat kerena dia merasa tidak akan mampu 
untuk membayarnya.
6
 
Tetapi lain halnya dengan Herlina, ibu muda yang anaknya menjadi korban 
pelecehan tidak mau duduk diam dan pasrah. Dia mencari keadilan dengan meminta 
dampingan kepada Lembaga Bantuan Hukum Makassar untuk mendampinginya 
karena dia merasa buta akan hukum dan takut kalau pelaku pelecahan anaknya tidak 
mendapatkan hukuman yang semestinya.
7
 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar merupakan lembaga pemberi 
bantuan hukum tanpa bayar yang terdapat di kota Makassar. Lembaga ini sejak 
berdiri tahun 1983 hingga saat ini telah banyak terlibat dan memberikan dampingan 
kepada masyarakat di kota Makassar dan sekitarnya. Kasus besar yang pernah LBH 
Makassar tangani adalah kasus pelanggaran HAM di Universitas Muslim Indonesia 
yang dilakukan oleh kepolisian kota Makassar. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis dalam hubungannya 
dengan judul skripsi ini maka perlu dirumuskan pokok masalahnya, sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peraturan tentang hak fakir miskin dalam konstitusional untuk 
mendapatkan bantuan hukum? 
                                                          
6
 Akbar, Pemulung di Kec. Tamalate, wawancara oleh penulis di jalan Abdul Kadir, 11 Juni 
2010. 
7
 Herlina, Pedangang Kaki Lima di Kec. Rappocini, wawancara oleh penulis di jalan 
Rappocini, 10 Juni 2010. 
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2. Sejauhmanakah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dalam 
memberikan bantuan hukum di Makassar? 
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh LBH Makassar dalam 
memberikan bantuan hukumnya kepada fakir miskin? 
C. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah 
pokok tertentu. Hipotesis yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut : 
1. Peraturan hak konstitusional fakir miskin dalam konstitusi untuk mendapatkan 
bantuan hukum belum tegas. Masih banyaknya hal-hal yang perlu diatur lebih 
lanjut dalam undang-undang mengenai bantuan hukum kepada fakir miskin 
ini. 
2. LBH Makassar belum melaksanakan tugas/perannya dengan baik, karena 
masih banyak fakir miskin di Makassar yang terlibat kasus hukum yang belum 
mendapatkan bantuan hukum. 
3. Kurangnya sumber dana yang dimiliki oleh LBH Makassar mempengaruhi 
kinerja kerja mereka dan kurangnya sember daya manusia yang LBH 
Makassar miliki akan membuat LBH Makassar sangat selektif dalam memilih 
kasus yang akan mereka beri bantuan hukum. 
D. Pengertian Judul 
Judul skripsi ini adalah “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) sebagai Perwujudan Hak Konstitusional Fakir Miskin  di Makassar” 
dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih 
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dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengartian kata-kata atau istilah yang 
terdapat dalam skripsi ini. 
Kata “pemberian” berasal dari kata dasar “beri” dengan imbuhan “pe-an” 
yang artinya barang atau sesuatu yang diberikan.
8
 Dan pemberian yang penulis 
maksud adalah jasa yang diberikan oleh penasihat hukum kepada masyarakat yang 
sedang menjalani proses hukum. 
Kata “bantuan” berasal dari kata dasar “bantu” dengan akhiran “an” yang 
artinya barang yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan.
9
  
Kata “hukum” artinya : 1)  peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) 
atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara). 2) undang–
undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3) 
patokan (kaidah, ketentuan) yang tertentu. 4) keputusan (pertimbangan) yang 
ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.
10
 
Kata “lembaga” 1) asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, 
manusia, atau tumbuhan); 2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; 3) acuan; ikatan (mata 
cincin dsb); 4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan 
keilmuan atau melakukan suatu usaha; 5) ark kapala suku (di Negeri Sembilan); 6) 
pola perlakuan manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam 
                                                          
8
 Umi Calsum, Windy Novia, Kamus Basar Bahasa Indonesia (Surabaya: Kashiko, 2006),h. 1 
9
Sudarsono, Kamus Hukum (Ed. Baru; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 46. 
10
 Ibid., h. 167. 
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suatu kerangka nilai yang relevan.
11
 Dan lembaga yang penulis maksud disini adalah 
badan (organisasi) yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum tanpa bayar 
kepada fakir miskin dan lembaga yang penulis maksud adalah Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Makassar. 
Kata “perwujudan” barasal dari kata “wujud” artinya, 1) rupa (bentuk) yang 
dapat dilihat; 2) sesuatu yang nyata; 3) pelaksanaan (cita-cita dsb); manifestasi; 4) 
barang yang berwujud.
12
 
Kata “hak” artinya : 1) (yang) benar. 2) milik, kepunyaan. 3) kewenagan. 4) 
kekuasaan untuk berbuat sesuatu (kerena telah ditentukan oleh undang – undang, 
aturan, dsb). 5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. 6) 
derajat, martabat.
13
 
Kata “konstitusional” artinya bersangkutan, sesuai, atau diatur oleh konstitusi 
suatu negara.
14
 
Kata “fakir miskin” artinya (1). Kaum fakir dan kaum miskin; (2). Orang-
orang yang sangat kekurangan.
15
 Dan fakir miskin yang penulis maksud adalah fakir 
miskin secara luas yaitu bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi keadilan. 
E.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
                                                          
11
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Basar Bahasa Indonesia (Ed. Kedua; 
Jakarta; Balai Pustaka, 1990), h. 246. 
12
 Ibid., h. 569. 
13
 Ibid., h. 107. 
14
 Ibid., h. 457. 
15
 Ibid., h. 239 
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1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui apakah hak fakir miskin untuk mendapatkan 
bantuan hukum sudah diatur dalam perundang-undangan. 
b. Untuk mengetahui apakah Lembaga Bantuan Hukum Makassar telah 
berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada fakir 
miskin di Makassar. 
c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam 
pemberian bantuan hukum. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan ilmiah yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 
memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
b. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 
menjadi bahan referensi tambahan bagi penulis khususnya serta 
mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum pada umumnya. 
c. Diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap 
pihak yang berkompeten dalam menangani masalah pemberian 
bantuan hukum kepada fakir miskin dalam suatu proses peradilan. 
G. Garis Besar Isi Skripsi 
Untuk mendapatkan gambaran terhadap uraian-uraian dan obyek pembahasan 
dari judul tersebut, maka penulis mengemukakan garis-garis besar isi skripsi ini dari 
bab ke bab tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Dasar Bantuan Hukum 
Bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam peradilan pidana 
Khususnya (criminal justice system), tidak terkecuali di Indonesia. K. Smith dan D.J 
Keenan berpendapat bahwa bantuan hukum (legal aid) diartikan sebagai : 
…bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum 
maupun yang berupa kuasa daripada seseorang yang berperkara) yang 
diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak 
dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau 
pengacara.
16
 
 
Pendapat di atas dikutip untuk mendapatkan suatu gambaran umum mengenai 
bantuan hukum yang mungkin secara relatif terbatas ruang lingkupnya. Jaksa Agung 
Republik Indonesia (1976) juga mempunyai pendapat yang lebih sempit lagi ruang 
lingkupnya. Bantuan hukum diartikan sebagai berikut : 
yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh 
seorang terdakwah atau tersangka dari seorang penasehat hukum, sewaktu 
perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses 
pemeriksaan perkara di muka pengadilan.
17
 
 
Bantuan hukum adalah sebagai terjemahan dari istilah “legal aid” dan “legal 
assistance” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda 
satu sama lain. “Legal aid” biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian 
                                                          
16
 Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1983), h. 21. 
17
 Loc. Cit. 
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bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada 
seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya 
bagi mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan “legal assistance” dipergunakan 
untik menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang mampu, atau 
pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium. 
Clarence J. Dias
18
 memperkenalkan pula istilah “ legal Services” yang lebih 
tepat diartikan sebagai”pelayanan hukum”. Menurut Dias, yang dimaksud dengan 
bantuan hukum adalah : 
Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada 
khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak 
ada seorangpun di dalam masyarakat yang terlepas haknya untuk 
memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukan hanya oleh karena 
sebab tidak dimilikinya sumber dana finansial yang cukup. 
 
Sementara itu, istilah “ legal services” ia arikan sebagai  
Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar oprasi sistem 
hukum di dalam kenyatannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai 
akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-
sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. 
 
Bantuan hukum itu sendiri adalah merupakan hak dari orang miskin yang 
dapat diperoleh tanpa bayar sebagai bentuk penjabaran persamaan hak di hadapan 
hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan  Pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya 
dengan tegas disebutkan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. 
Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) adalah 
                                                          
18
 Bambang Sunggno, Aries Hartono, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: 
Mandar Maju, 2009), h. 9. 
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hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan 
masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. 
Pada dasarnya, bantuan hukum terdiri atas dua konsep, yang pertama adalah 
konsep tradisional. Bantuan hukum dengan konsep ini merupakan suatu bentuk 
pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat 
dari bantuan hukum macam ini adalah pasif dan cara pendekatannya adalah formal-
legal. Dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari 
sudut hukum yang berlaku, sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatan pada 
pendekatan hukum pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
Orientasi dan tujuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin 
menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat 
charity. 
Konsep bantuan hukum tradisional yang individual ini pada dasarnya memang 
merupakan konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada di mana 
bantuan hukum pada setiap kasus yang menurut hukum beralasan untuk dibela. 
Tetapi,tuntutan perkembangan dan pemihakan kepada kaum miskin kaitanya 
dengan bantuan hukum, pada akhirnya menggiring suatu keadaan bahwa bantuan 
hukum yang tradisional itu tidaklah cukup. Menurut Todung Mulya Lubis,
19
 
beberapa hal yang melatar belakangi hal itu dikarenakan : 
                                                          
19
Ibid.,h. 27. 
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1. Sifat bantuan hukum tradisional yang bersifat individual seperti pada Pasal 
259 HIR dan Pasal 35, 36,dan Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di sini bantuan hukum 
kurang lebih sama dengan pelayanan kesehatan individual yang tidak 
mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial; 
2. Sistem hukum kita menunjang sistem bantuan hukum tradisional yang 
individual, dan masih belum dimungkinkannya suatu bantuan hukum kolektif 
dalam hukum acara kita dalam artian “class action” sebagai mana yang 
dikenal di Amerika; 
3. Bantuan hukum kita masih sangat urban, dan karena itu diragukan apakah 
bantuan huum kita benar-benar berurusan dengan pinggiran; 
4. Sifat hukum kita adalah pasif. Sifat hukum yang pasif ini sebelumnya lebih 
berperan sebagai legitimasi status quo yang mempertahankan pola hubungan 
menindas antara Pusat terhadap pinggiran; 
5. Karena bantuan hukum masih terlalu terikat dengan pendekatan-pendekatan 
hukum semata,kurang diperhatikan pendekatan non hukum yang justru dapat 
membantu percepatan penyelesaian sengketa atau masalah konfik sosial; 
6. Bantuan hukum masih berjalan sendiri atau baru dalam tahapan bekarja sama 
dengan sesama organisasi bantuan hukum, padahal karena dimensi sengketa 
non konflik tidak semata-mata bersifat hukum, seharusnya organisasi-
organisasi di luar LBH tidak saja memperkaya pemahaman atas konflik 
“Pusat”-“Pinggiran”, tetapi lebih. 
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Konsep bantuan hukum yang kedua adalah konsep konstitusional. Konsepnya 
adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan 
tujuan yang lebih luas. Seperti usaha untuk menyadarkan hak-hak masyarakat miskin 
sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia 
sebagai sandi utama bagi tegaknya negara hukum. 
Sifat dan jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan hukum 
diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok masyarakat 
secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan selain formal-legal (seperti konsep 
bantuan hukum tradisional) juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini bararti 
usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang 
berlaku, tetapi ada juga jalur lain seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Oleh 
karena itu, aktifitas seperti kampenye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap 
membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin; control terhadap birokrasi 
pemerintah; pendidikan hukum bagi masyarakat menjadi bagian yang esensial dalam 
konsep bantuan hukum konstitusional. 
Berpijak pada pemikiran di atas, maka konsep bantuan hukum struktural dapat 
kita cirikan sebagai berikut : 
1. Mengubah orientasi bantuan hukum dari kekotaan menjadi pedesaan; 
2. Membuat sifat bantuan hukum menjadi lebih aktif; 
3. Mendayagunakan lebih banyak pendekatan-pendekatan di luar hukum; 
4. Mengadakan kerja sama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial 
lainnya; 
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5. Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi 
rakyat banyak; 
6. Mengutamakan kasus-kasus (penanganannya) yang sifatnya struktural; 
7. Mempercepat terciptannya hukum-hukum yang responsif yang menunjang 
perubahan struktural. 
Selain dari konsep yang di atas, beberapa pakar hukum Schuyt, Groenendijk, 
dan Sloot.
20
 Membedakan jenis bantuan hukum. Menurut mereka Bantuan Hukum 
terbagi atas 5 jenis, sebagai barikut : 
1. Bantuan Hukum Preventif (preventive rechthulp), merupakan penerangan dan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat luas. 
2. Bantaun Hukum Diagnostic (diagnostic rechthulp) yaitu pemberian bantuan 
hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi hukum. 
3. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik (conflictregulerende rechthulp) yang 
merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah 
hukum yang kongkrit secara aktif. Bantuan hukum semacam ini lazimnya 
dinamakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak 
mampu  secara ekonomis. 
4. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum (rechtsvormende rechtshulp) yang 
intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, 
dan benar. 
                                                          
20
 Soerjono Soekanti, Op. Cit., h. 27. 
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5. Bantuan Hukum Pembaruan Hukum (rechtsverniewende rechtshulp) yang 
mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaruan hukum melalui hakim 
atau pembentukan undang-undang. 
Pembedaan jenis-jenis bantuan hukum sangat berguna, oleh kerena dengan 
demikian akan dapat direncanakan metode-metode tertentu untuk mengatasi masalah-
masalah yang berbeda-beda pula. Selain itu, perbedaan antara jenis-jenis bantuan 
hukum akan sangat berguna bagi penelitian mengenai korelasi antara berbagai faktor 
sosial dan jenis-jenis bantuan hukum tersebut. Pembagian jenis bantuan hukum ini 
akan dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian terhadapnya. 
Sifat dasar dari bantuan hukum adalah membela kepentingan masyarakat 
terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, 
keyakinan politik, kaya-miskin, agama dan kelompok orang yang dibelanya. Bantuan 
hukum sudah seharus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhatikan 
asal-usul dan sebaginya. Terkonsentrasinya advokat di kota-kota besar di Indonesia 
telah menyebabkan masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di desa-desa tidak 
memperoleh bantuan hukum secara wajar.
21
 
Oleh karena itu untuk menanggulangi masalah ini, pada tanggal 28 Oktober 
1970, didirikan Lembanga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. LBH ini didirikan 
dengan tujuan awal yaitu untuk: 
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 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan 
(Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. vii. 
32 
 
1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang 
membutuhkan 
2. Mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan 
menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak masyarakat miskin 
sebagai salah satu subjek hukum 
3. Turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan 
hukum di segala bidang. 
Ketiga tujuan dari LBH ini adalah merupakan suatu kesatuan yang bulat yang 
hendak dicapai oleh LBH dalam rangka pembangunan nasional. Ketiga-tiganya tidak 
bisa dipisah-pisahkan karena masing-masing adalah merupakan aspek-aspek saja 
daripada problema hukum yang besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. 
Oleh karena itu pembangunan harus juga dilaksanakan secara serentak sebagai suatu 
kesatuan policy di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program bantuan hukum di 
Indonesia. 
Selain itu, seorang pengacara terkemuka S.Tasrif,
22
 pernah menyatakan 
pendapatnya : 
. . . bahwa orang-orang yang dapat diberi nasihat hukum oleh LBH 
hanyalah orang-orang miskin (yang harus memiliki surat keterangan 
miskin atau tidak mampu dari lurah atau pejabat lain yang berwenang) 
dan LBH tidak diperkenankan untuk memberi bantuan hukum atau 
nasihat hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium kepada 
seorang advokat atau pengacara biasa. Demikian juga petugas-petugas 
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LBH tidak diperkenankan memungut honorarium dari orang-orang yang 
kepentingannya dibela oleh LBH. 
 
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang 
ketentuan bantuan hukum ada pada Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 dan 
yang berkewajiban diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma/tanpa bayar (dalam 
Pasal 56 KUHAP) hanyalah tersangka yang diancam hukuman mati atau hukuman 
penjara 15 tahun atau lebih dan untuk yang kurang mampu yang diancam dengan 
pidana kurungan lima tahun atau lebih selain itu tidak diatur dengan tegas. 
Undang-Undang Advokat tahun 2003 membahas bantuan hukum secara 
cuma-cuma/tanpa banyar pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) itu pun dirasa masih kurang 
lengkap dan terperinci. 
B. Bantuan Hukum Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia 
Bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, karena untuk 
pemenuhan hak asasi manusia itulah sehingga bantuan hukum wajib diberikan. 
Hanya saja penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penghormatan 
terhadap mereka yang terlibat masalah hukum selama ini kurang mendapat perhatian 
dari sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini masyarakat hukum 
Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana 
nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. 
Suatu sistem hukum dalam suatu negara, haruslah dibentuk secara demokratis 
dan tidak lupa memuat sibstansi Hak Asasi Manusia. Kalau tidak hukum akan 
kehilangan esensinya, bahkan hanya akan menjadi alat penindasan samata-mata untuk 
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mengabsahkan, membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Hukum harus 
selalu mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM), karena harus melindungi hak-hak 
rakyat. Hukum harus menjadi teman bagi rakyat sehingga rakyat akan merasa aman, 
hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara 
damai. 
Oleh karena itu, sistem hukum harus dibuat secara demokratis dan menjamin 
hak-hak asasi manusia. Di dalam konteks negara hukum berdemokratis, hukum dan 
bantuan hukum harus bisa ditempatkan dan diperjuangkan agar dapat dipahami 
dengan jernih apa yang dikehendaki. Gerakan bantuan hukum yang lahir dan 
dipelopori oleh LBH-LBH di seluruh Indonesia,  juga tidak lepas dari konteks 
perjuangan penegakan demokrasi konstitusional. Gerakan Bantuan Hukum bukan 
semata-mata lembaga yang hanya memberikan fasilitas bantuan hukum tanpa banyar 
kepada rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum seperti di negara-negara lain, 
melainkan sosial lainnya yang mengacu pada tegaknya nilai-nilai negara hukum dan 
dihormatinya Hak-Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti Gerakan Bantuan Hukum dan 
segala sikap serta tindakannya harus memberikan dampak yang membangkitkan 
kesadaran hukum yang tinggi terhadap segala bentuk penindasan, perlakuan 
sewenang-wenang penguasa dan penghinaan serta pengingkaran hak-hak asasi 
manusia.
23
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Adnan Buyung Nasution
24
 menyatakan juga pendapatnya bahwa organisasi 
bantuan hukum tidak boleh ragu-ragu memberikan kritik, saran, dan masukan yang 
diperlukan oleh bangsa dan negara untuk menjaga hidupnya hati nirani bangsa dalam 
penegakan negara hukum,yaitu menjamin Hak Asasi Manusia. Perjuanagn besar 
Gerakan Bantuan Hukum yang dipelopori oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI), tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri melainkan memerlukan 
bantuan dan kerja sama dari semua pihak dan negara ini harus terus berikhtiar 
memajukan kehidupan di segala bidang menuju aspirasi bangsa. 
Gerakan Bantuan Hukum ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum 
dan kemampuan kekuatan sosial dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah. 
Gerakan Bantuan Hukum tidak boleh henti-hentinya memperjuangkan tegaknya dan 
dihormatinya hak-hak asasi manusia oleh semua pihak, baik penguasa negara maupun 
anggota masyarakat. Hal ini berarti Gerakan Bantuan Hukum harus selalu siap 
sebagai penjaga kapan saja dan dimana saja, mampu menyuarakan hati nurani rakyat 
mana kala hak-hak asasinya dilanggar. 
C. Pihak-Pihak Pemberi Bantuan Hukum 
Dewasa ini, penasihat hukum dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan 
berdasarkan kriteria pengangkatannya dan izin menjalankan tugas tersebut. 
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1. Advokat 
Mereka adalah penasihat hukum yang sarjana hukum dan diangkat secara 
resmi oleh pegawai negari. Advokat dapat membuka kantor atas nama mereka 
sendiri dan dapat praktek atau beracara di seluruh Indonesia. 
2. Penasihat hukum resmi 
Mereka adalah pengacara yang diangkat oleh ketua Pengadilan Tinggi 
berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No.1 Tahun 1975 setelah mengikuti 
ujian. Mereka adalah sarjana hukum dan bukan pegawai negeri. Izin yang 
diberikan terbatas di wilayah pengadilan tinggi yang memberikan izin tersebut. 
Jadi misalnya seorang pengacara yang mendapat izin dari Ketua Pengadilan 
Tinggi Jakarta, hanya dapat memberikan bantuan hukum di wilayah Jakarta. 
3. Penasihat hukum Insidentil 
Mereka adalah pengacara yang diberi izin insidentil oleh Ketua 
Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat pertama. Mereka ini dapat terdiri dari 
sarjana hukum, bukan sarjana hukum, pegawai negeri, bukan pegawai negeri, 
atau siapa saja yang sudah dewasa dan memenuhi syarat untuk melakukan 
perbuatan hukum. Izin ini tentunya terbatas wilayah operasinya, hanya di 
wilayah pengadilan perkara tersebut, dan izin tersebut di berikan kepada setiap 
perkara yang ditangani.
25
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Menyangkut kelembagaan bantuan hukum, maka di Indonesai dalam 
sejarahnya wadah bantuan hukum yang pertama muncul adalah PERADIN (Persatuan 
Advokat Indonesia). Kemudian dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia Tahun 
1969 di Jakarta, telah disahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi 
kaum miskin di Indonesia. 
Perkembangan selanjutnya, di Indonesia muncul berbagai nama organisasi 
bantuan hukum antara lain : 
1. Persatuan Advokat Indonesia ( Peradin ) 
Nama Persatuan Advokat Indonesia, lebih dikenal dengan nama 
singkatannya yakni peradin, yang dilahirkan pada tanggal 14 Maret 1963 di 
Jakarta dan kemudian diresmikan di Solo pada tanggal 31 Agustus 1964. Peradin 
merupakan organisasi advokat yang tertua setelah Kemerdekaan Republik 
Indonesi. Proyek besar peradin ialah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang 
dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution, penggerak LBH Jakarta yang didirikan 
pada tahun 1970.
26
 
2. Asosiasi Advokat Indonesia 
Asosiasi ini merupakan wadah yang menaungi beberapa advokat yang 
profesional untuk menengani kasus-kasus hukum yang dihadapai oleh para klien 
baik yang tergolong mampu ataupun yang tergolong tidak mampu. Organisasi ini 
melakukan upaya advokasi mengenai masalah perkotaan, seperti : pemukiman 
                                                          
26
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dan lingkungan, layanan publik dan perlindungan konsumen, hak perempuan dan 
anak, serta ketenagakerjaan. Dan khusus umtuk masyarakat yang tidak mampu 
disediakan suatu peleyanan bantuan hukum yang bersifat pro bono (bantuan 
hukum secara cuma-cuma).
27
 
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
YLBHI ini terdiri dari beberapa LBH yang tersebar di berbagai kota di 
Indonesia. LBH itu sendiri merupakan sebuah lembaga yang non-profit, yang 
didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis 
(cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun 
tidak mampu, buta hukum dan tertindas. Arti cuma-cuma yaitu tidak perlu 
membayar biaya (fee) untuk pengacara, tetapi untuk biaya oprasional seperti 
biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai di pengadilan) itu ditanggung 
oleh klien, itupun kalau klien mampu. Tetapi biasanya LBH-LBH memiliki 
kekhususan masing-masing dalam memilih kasus yang akan ditanganinya sesuai 
dengan visi-misinya.
28
 
4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) 
PBHI merupakan salah satu lembaga yang memfungsikan diri sebagai 
Perkumpulan Pembela Hak Asasi manusia, yang segala bentuk pelanggaran 
HAM atau kejahatan kemanusiaan yang serius adalah merupakan target 
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advokasi. Dalam setiap advokasinya, PBHI terus berusaha mengikis habis tradisi 
lama yang terus berlangsung hingga hari ini, yakni sikap diam dan apatis 
terhadap pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan kondisi 
imunitas terhadap pelakunya. Di samping kantor pusat di Jakarta, PBHI sampai 
saat ini telah mempunyai 9 cabang di daerah. Setiap wilayah adalah otonom 
dalam memilih mejelis dan anggota aksekutifnya serta merencanakan dan 
mengimplementasikan program-programnya. Sampai saat ini, cabang-cabang 
lain dan struktur jaringan kerjanya masih terus dibangun dan beberapa cabang 
yang sudah ada telah mampu mendapatkan dana regular untuk program kerja 
mereka. Program kerja yang dilakukan merupakan pekerjaan kemanusiaan dan 
sukarela.
29
 
Pera advokat/pengacara yang berada di bawah wadah-wadah yang telah 
disebutkan di atas tentunya mempunyai kode etik dalam menjalankan tugas atau 
profesinya. Dalam hal peleyanan terhadap klien, kode etik seorang advokat : 
a. Dalam mengurus perkara, lebih mendahulukan kepentingan klien 
daripada kepentingan pribadi; 
b. Mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dengan perkara perdata; 
c. Dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien 
mengenai perkara yang sedang diurusnya; 
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d. Dilarang menjamin klien bahwa perkara yang diurusnya akan 
dimenangkan; 
e. Dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien 
untuk pempercayakan kepentingannya kepada advokat lain; 
f. Mempunyai hak retensi terhadap klien tetapi tidak dapat digunakan 
apabila dengan retensi itu kepentingan klien itu akan dirugikan yang tidak 
dapat diperbaiki lagi; 
g. Memberikan semua keterangan yang diperlukan kepada klien atau kepada 
advokatnya yang baru; 
h. Menentukan honorarium dalam batas yang layak dengan mengingat 
kemampuan klien; 
i. Dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu; 
j. Dalam mengurus perkara tidak membedakan antara perkara bayaran 
dengan perkara cuma-cuma; 
k. Menolak mengurus perkara seorang klian yang menurut keyakinannya 
tidak mempunyai dasar hukum; 
l. Memegang rahasia jabatan mengenai apa yang diberitahukan oleh klien 
kepadanya sampai berakhir hubungan dengan klien yang bersangkutan; 
m. Dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang 
tidak menguntungkan atau akan merugikan klien yang tidak dapat 
diperbaiki lagi; 
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n. Mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan bersama 
semua pihak atau lebih apabila kemudian timbul pertentangan 
kepentingan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. 
Tugas seorang penasehat hukum atau pembela adalah memberikan bantuan 
hukumnya, berkewajiban serta bertanggung jawab membantu dan bukan mempersulit 
tugas penegakan hukum, apakah ditingkat penyidikan atau penuntutan ataupun 
pemutusan. 
Seorang advokat apabila dalam menjalankan tugasnya berusaha merugikan 
klien dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan di dalam Pasal 1365 BW tentang 
perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain. Walaupun dalam Kode Etik 
Advokat tidak secara tegas menentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada advokat 
yang melakukan pelanggaran, tetapi secara implisit diakui bahwa 
bertanggungjawabnya advokat menurut Undang-Undang.
30
 
Syarat utama menjadi seorang penasihat hukum adalah harus seorang sarjana 
hukum. Menurut Van Bermellen seorang penasehat hukum dalam perkara pidana 
secara mutlak haruslah seorang sarjana hukum. Dikatakan lebih lanjut baik pada 
waktu pembentukan undang-undang maupun dalam praktik telah terdapat desakan 
agar orang-orang yang ahli dibidangnya dapat bertindak sebagai kuasa ataupun 
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sebagai penasihat. Oleh kerena itu para penasehat hukum sudah seharusnya adalah 
orang yang ahli di bidangnya.
31
 
D. Bantuan Hukum Dalam Perundang-Undangan 
Sejak Indonesia merdeka pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pemberian bantuan 
hukum. Salah satu undang-undang yang pernah digunakan adalah UU No. 14 tahun 
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang 
ini pun kemudian diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Sebelum berlakunya undang-undang ini,kegiatan bantuan hukum secara 
yuridis formal sebagai kegiatan pelayanan hukum kepada orang-orang yang 
berhubungan dengan suatu perkara (hukum) merupakan bagaian dari hukum positif 
Indonesia. 
Adapun ketentuan yang khusus mengatur tentang bantuan hukum dari 
Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pada Bab 
VII mencakup Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 walaupun hanya memuat pokok-
pokok saja akan tetapi di dalam pasal-pasal tersebut bantuan hukum secara yuridis 
diakui eksistensinya. 
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Untuk lebih jelas, berikut adalah bunyi pasal-pasal tersebut antara lain: 
Pasal 37. 
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
hukum.” 
Pasal 38. 
Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan 
penangkapan dan /atau  penahanan berhak manghubungi dan meminta 
bantuan advokat. 
Pasal 39. 
Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung 
tinggi hukum dan keadilan. 
Pasal 40. 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur 
dalam Undang-undang. 
  
Kemudian pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara 
khusus bantuan hukum bagi fakir miskin  diatur dalam Bab VI Pasal 22. Untuk lebih 
jelas, berikut adalah bunyi pasal 22 tersebut: 
Pasal 22 ayat (1) 
advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yang tidak mampu 
 
Pasal 22 ayat (2) 
Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-
cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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Selain dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas, mengenai masalah 
pemberian bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai bantuan hukum 
tersebut, diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan 
bantuan hukum dan wujud daripada bantuan hukum itu sendiri. Selanjutnya akan 
diuraikan mengenai ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP sebagi berikut : 
1. Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum terdapat dalam Pasal 54, 55, 
56, 57, 59, 60 dan Pasal 114 KUHAP. Di dalam pasal-pasal tersebut secara 
tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu 
ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang 
bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan. 
2. Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 69 dan Pasal 70 ayat 
(1). Menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan hukum kepada 
seseorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat diberikan 
bantuan hukum sejak ditangkap atau ditahan. Dan penasihat hukum dapat 
berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu 
dan setiap tingkat pemeriksaan. 
3. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur di dalam Pasal 70 ayat (2), 
ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71. Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar 
penasihat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan tersangka atau 
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terdakwa untuk kepentingan daripada pemeriksaan, bukan untuk 
menyalahgunakan haknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam 
pemeriksaan. 
4. Wujud daripada bantuan hukum. 
Wujud daripada bantuan hukum disini dimaksudkan adalah tindak-tindak 
atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasihat hukum 
terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa  yaitu : 
a. Pada Pasal 115, penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan 
terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar, kecuali 
pada kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya dapat 
melihat tetapi tidak dapat mendengar. 
b. Pasal 123, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan 
tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan. 
c. Pasal 79 Jo Pasal 124, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan 
untuk diadakan Praperadilan. 
d. Penasihat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan atau 
rahabilitasi terhadap tersangka, terdakwa  sehubungan dengan Pasal 95, 
97, Jo 79. 
e. Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak 
berwanang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima 
(Pasal 156). 
f. Penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan (Pasal 182). 
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g. Penasihat hukum dapat mengajukan banding (Pasal 223). 
h. Penasihat hukum dapat mengajukam kasasi (Pasal 245). 
E. Urgensi dan Kepentingan Bantuan Hukum 
Bantuan hukum sesungguhnya adalah merupakan suatu perwujudan daripada 
jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk 
mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat 
dan martabat manusia dalam bentuk pembelaan terhadap perkara yang dihadapi 
masyarakat miskin (fakir miskin) oleh penasihat hukum. 
Pada bagian sebelumnya diungkapkan bahwa banyak terjadi insiden perlakuan 
yang tidak manusiawi, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa 
hukum dan pembelaan oleh seorang advokat (penasihat hukum) profesional. Dalam 
keadaan seperti inilah maka bantuan hukum sangat diperlukan untuk membela 
orang/tersangka/terdakwa miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan 
yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh 
penegak hukum. 
Dalam pemberian bantuan hukum ada satu hambatan yang datang dari 
masyarakat yang kadang menganggap bahwa penasihat hukum atau pengacara 
hanyalah pembela kesalahan orang yang terlibat kasus hukum (tersangka 
/terdadakwa). Pemahaman seperti ini timbul oleh masyarakat karena masyarakat kita 
hanya mempunyai “perasaan hukum”, tetapi belum mempunyai “kesadaran hukum”. 
Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul serta merta dari 
masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Sementara kesadaran hukum 
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lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian 
tersebut yang dilakukan secara ilmiah.
32
 
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa (dalam kasus pidana) 
berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama 
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan 
dalam KUHAP Pasal 54. Dalam hal tersangka atau terdawa yang disangka atau 
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 
pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, 
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 
wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
33
 
Seorang penasihat hukum menurut Satjipto Rahardjo
34
 memberikan peranan 
yang cukup penting dalam hal memberikan bantuan hukum. Dalam proses peradilan, 
seorang penasihat hukum bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum di 
dalam proses peradilan tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang dapat 
merugikan hak tersangka/terdakwa. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai 
berikut: 
A. Lokasi Penelitian  
Dalam rangka menyusun skripsi ini maka penulis memilih lokasi penelitian di 
LBH Makassar, dengan pertimbangan LBH Makassar telah banyak memberikan 
bantuan hukum kepada masyarat miskin mengingat LBH Makassar telah ada sejak 
tahun 1983, sehingga penulis bisa mendapatkan data-data yang penulis butuhkan 
dalam penulisan skripsi ini. 
B. Tipe dan Sifat Penelitian 
Di dalam memperoleh hasil penelitian yang valid sangat tergantung dari tipe 
dan sifat penelitian yang dipergunakan. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah 
penelitian yang bersifat doktrinal dan nondoktrinal. Dikatakan doktrinal karena 
peneliti melakukan penelusuran dan telaah serta analisis terhadap dokumen, peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dikatakan 
nondoktrinal, karena peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa advokat-
advokat terutama dalam menjawab rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini. 
Penelitian mengenai pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin yang 
akan dilakukan di LBH Makassar ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan, penulis golongkan dalam : 
1. Data primer berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dan 
berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi. 
2. Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
dengan membaca berbagai macam bacaan sebagaimana dimaksud dalam 
teknik pengumpulan data. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah semua Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota 
makassar dan semua masyarakat miskin yang berada di Kota Makassar. 
2. Sampel 
Sempel yang penulis ambil adalah Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
dan empat puluh (40) kepala keluarga yang berada di lima kecamatan di Kota 
Makassar. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni melalui metode 
penelitian pustaka (library research) dan metode penelitian lapangan (field research). 
1. Metode penelitian pustaka (library research), yakni metode yang penulis 
gunakan untuk mengumpulkan data lewat bahan-bahan bacaan dari referensi 
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berupa buku-buku, media cetak atau media massa lainnya yang berkaitan 
dengan pembahasan skripsi ini. 
2. Metode penelitian lapangan (field resesrch), yakni metode yang penulis 
gunakan untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
a. Wawancara, yakni cara yang ditempuh untuk memperoleh keterangan 
atau informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan permasalahan ini. 
b. Observasi, yakni penulis melakukan penelitian dalam arti mengamati dan 
melakukan pencatatan mengenai fenomena/aktivitas yang terjadi yang 
berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 
F.   Analisis Data 
Dari kedua jenis data yang diperoleh, kemudian akan dianalisis secara 
kualitatif untuk selanjutnya akan disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Sejarah Singkat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang yang dahulu bernama LBH 
Ujung Pandang didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para pengacara dan 
advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung dengan 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berkantor pusat di Jalan 
Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Ide pembentukan LBH Makassar ketika itu 
dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokat senior seperti M. Ilyas 
Amin, S.H, Harry Tio, S.H, H.M Arsyad Ohiotenan, S.H, Fachruddin Solo, S.H, serta 
Sakurayati Trisna, S.H. 
Pemberian nama “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar” merupakan 
satu kesatuan, dimana pencantuman nama ibukota propinsi (Makassar) adalah suatu 
identitas dari kantor LBH yang merupakan cabang dari YLBHI yang saat ini telah 
memiliki 14 kantor cabang yang berkedudukan dibeberapa ibukota propinsi dan 
diberi nama sesuai dengan ibukota propinsi. 
Kepemimpinan LBH Makassar dimulai dari M. Ilyas Amin, S.H, sebagai 
Direktur Pertama untuk periode 1983-1986. A. Rudiyanto Asapa selama dua periode, 
yakni periode 1986-1989 dan periode 1989-1992. Direktur berikutnya adalah 
Nasiruddin Pasigai, S.H, untuk periode 1993-1996, Mappinawang, S.H, periode 
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1997-2003, M. Hasbi Abdullah, S.H, periode 2004-2007 dan saat ini jabatan Direktur 
LBH diduduki oleh Abdul Muttalib, S.H. 
Sebagai kantor cabang YLBHI maka LBH Makassar memiliki visi dan misi 
yang sama dengan YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang 
bahwa penyelenggaraan negara harus melindungi dan menjamin rakyat dalam 
memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan-kebebasan dasar 
manusia.  
Adapun visi dari LBH Makassar adalah menentukan arah transisi politik dan 
transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat. 
Sedangkan misi dari LBH Makassar pertama, mendorong transformasi politik yang 
berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan gender. Transformasi politik ini 
ditujukan bagi pembukaan peluang untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang 
menindas, dimana mayoritas masyarakat Indonesia yakni petani, nelayan, buruh 
menjadi subordinasi kelompok penguasa. Penguasa yang dimaksud disini dapat 
bernaung dalam birokrasi, partai politik, dan institusi negara lainnya. Kedua, 
mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial, budaya. 
Terjaminnya hak-hak ini merupakan jawaban bagi gerak modal MNCs/TNCs 
(perusahaan besar) dan ancaman lembaga keuangan internasional. Hanya dengan 
sumber-sumber ekonomi ditangan masyarakat akan tercipta kesejahtraan yang 
sebenarnya. Jika tidak, maka masyarakat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia 
tenaga kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi. Ketiga 
hal ini mutlak dilakukan untuk mendukung upaya mempromosikan dan 
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memperjuangkan hak-hak yang telah disebutkan di atas. Kebebasan-kebebasan dasar 
dalam konsepsi hak-hak sipil dan politik merupakan bekal awal bagi terbukannya 
peluang masyarakat untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.
35
 
Wilayah kerja LBH Makassar prioritasnya adalah wilayah Propinsi Sulawesi 
Selatan meliputi : Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten 
Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, 
Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, 
Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Toraja, 
Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten 
Selayar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dan Kota Pare-Pare, Kabupaten 
Pangkep, Kota Palopo. 
Pengalaman organisasi, LBH Makassar sejak berdiri hingga pada 
perkembangannya telah beberapa kali melaksanakan dan terlibat dalam berbagai 
kegiatan atau program yang berkaitan dengan bantuan hukum dan advokasi serta 
melakukan studi kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Sebagai garda 
terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum struktural, LBH Makassar 
menangani tidak kurang dari 50 kasus/perkara setiap tahunnya. Strategi dan out put 
dari kegiatan dan program LBH Makassar selalu mengacu pada terciptanya 
pemberdayaan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan 
posisi tawar masyarakat. Untuk itu LBH Makassar telah pula melakukan berbagai 
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kegiatan berupa training, worshop, seminar sebagai upaya penguatan kapasitas 
hukum dan politik masyarakat sipil (marginal) dan promosi penegakan hukum dan 
HAM.
36
 
Pendanaan LBH Makassar dalam menjalankan aktifitasnya diperoleh dari 
subsidi YLBHI, kerjasama dengan organisasi yang memiliki perhatian dalam Issu 
Hukum, HAM, God dan Clean Governance, Fundrising, dan sumbangan berbagai 
pihak yang sifatnya tidak terikat. 
Adapun susunan pengurus dalam Lembaga Bantuan Hukum Makassar sebagai 
beikut : 
Direktur    :  Abdul Muttalib, S.H (Advokat) 
Kepala Bidang Oprasional  :  Abd. Azis, S.H (Advokat) 
Kepala Bidang Internal  :  Zulkifli Hasanuddin, S.H ( Advoakt) 
Kepala Divisi Sipil Politik  : Haswandi Andi Mas, S.H (Advokat) 
Kepala Divisi Buruh & Perkotaan : Dahlang Bado, S.Ag (Advokat) 
Kepala Divisi Tanah & Lingkungan :  Abdul Kadir, S.H (Advokat) 
Kepala Divisi Perempuan & Anak :  Fajriani Langgeng, S.H (Advokat) 
Koordinatir Indok (Data Base) :  Zulkarnain 
Keuangan    :  Yohana Yunita, S.E 
Admnistrasi    :  Yohana, S.H 
Volounteer    :  -Irham Amin, S.H (Advokat) 
        -Jeg, S.H (Advokat) 
Adapun alamat kantor dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar adalah 
Jalan Serigala No. 13 Makassart 90132. Telepon : (0411) 831593 atau 873230. E-
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mail dari LBH Makassar : lbhmks@indosat.net.id dan websitenya : 
www.makassar.lbh.or.id.
37
  
B. Hak Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Perundang-
Undangan 
Sejak Indonesia merdeka pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pemberian bantuan 
hukum. Salah satu Undang-undang yang pernah digunakan adalah UU No. 14 tahun 
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang 
ini pun kemudian diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Sebelum berlakunya Undang-undang ini kegiatan bantuan hukum secara 
yuridis formal sebagai kegiatan pelayanan hukum kepada orang-orang yang 
berhubungan dengan suatu perkara (hukum) merupakan bagaian dari hukum positif 
Indonesia. 
Adapun ketentuan yang khusus mengatur tentang bantuan hukum dari 
Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pada Bab 
VII mencakup Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 walaupun hanya memuat pokok-
pokok saja akan tetapi di dalam pasal-pasal tersebut bantuan hukum secara yuridis 
diakui eksistensinya. 
Untuk lebih jelas, berikut adalah bunyi pasal-pasal tersebut antara lain: 
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Pasal 37. 
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
hukum.” 
Pasal 38. 
Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan 
penangkapan dan /atau  penahanan berhak manghubungi dan meminta 
bantuan advokat. 
Pasal 39. 
Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 
advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi 
hukum dan keadilan. 
Pasal 40. 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur 
dalam Undang-undang. 
 
Kemudian pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara 
khusus bantuan hukum bagi fakir miskin  diatur dalam Bab VI Pasal 22. Untuk lebih 
jelas, berikut adalah bunyi Pasal 22 tersebut: 
Pasal 22 ayat (1) 
Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yang tidak mampu. 
 
Pasal 22 ayat (2) 
Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-
cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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Selain dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, mengenai masalah 
pemberian bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai bantuan hukum 
tersebut, diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan 
bantuan hukum dan wujub daripada bantuan hukum itu sendiri. Selanjutnya akan 
diuraikan mengenai ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP sebagi berikut : 
1. Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum terdapat dalam Pasal 54, 55, 
56, 57, 59, 60 dan Pasal 114 KUHAP. Di dalam pasal-pasal tersebut secara 
tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu 
ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang 
bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan. 
2. Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 69 dan Pasal 70 ayat 
(1). Menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan hukum kepada 
seseorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat diberikan 
bantuan hukum sejak ditangkap atau ditahan. Dan penasihat hukum dapat 
berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu 
dan setiap tingkat pemeriksaan. 
3. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur di dalam Pasal 70 ayat (2), 
ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71. Dalam ketentuan ini dimaksudkan agar 
penasihat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan tersangka atau 
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terdakwa untuk kepentingan daripada pemeriksaan, bukan untuk 
menyalahgunakan haknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam 
pemeriksaan. 
4. Wujud daripada bantuan hukum. 
Wujud daripada bantuan hukum disini dimaksudkan adalah tindak-tindak 
atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasihat hukum 
terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa  yaitu : 
a. Pada Pasal 115, penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan 
terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar, kecuali 
pada kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum hanya dapat 
melihat tetapi tidak dapat mendengar. 
b. Pasal 123, penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan 
tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan. 
c. Pasal 79 Jo Pasal 124, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan 
untuk diadakan Praperadilan. 
d. Penasihat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian dan atau 
rahabilitasi terhadap tersangka, terdakwa  sehubungan dengan Pasal 95, 
97, Jo 79. 
e. Penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak 
berwanang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima 
(Pasal 156). 
f. Penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan (Pasal 182). 
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g. Penasihat hukum dapat mengajukan banding (Pasal 223). 
h. Penasihat hukum dapat mengajukam kasasi (Pasal 245). 
Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus 
memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan tanpa 
jasa fee. Memberikan bantuan hukum tanpa jasa fee (pro deo atau pro bono publico) 
kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, 
merupakan fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia. 
Undang-Undang Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum 
tanpa jasa fee kepada fakir miskin secara pro deo (demi Tuhan), sebagai salah satu 
fungsi mulia profesi advokat (officium nobile) yang membela tanpa melihat latar 
belakang orang yang dibela, seperti ras, warna kulit, agama, ideologi, politik, strata 
ekonomi, sosial-budaya, dan seterusnya. 
Akses terhadap keadilan adalah hak asasi manusia di bidang hukum yang 
diatur dalam Pasal 14 (3) huruf d ICCPR dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akses 
disini diartikan sebagai jalan menuju keadilan, antara lain akses kepada advokat, 
pelaksanaan peradilan yang adil (fair), dan perlindungan hak tersangka, hak 
terdakwa, hak terpidana, serta hak saksi. Keadilan berlaku bagi semua orang baik 
tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korba, dan masyarakat. 
Keadilan hanya bisa diperoleh kalau ada fair trial yang menghormati hak 
untuk diadili oleh pengadilan yang berkompeten, jujur, terbuka dan dihadiri oleh 
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terdakwa, hak untuk tidak dijadikan saksi dalam perkara sendiri, hak untuk 
penerjemah, hak untuk tidak diadili secara nebis in idem (double jeopardy).
38
 Standar 
yang digunakan untuk menilai apakah suatu persidangan adil atau tidak amat banyak, 
kompleks, dan terus berubah. Standar tersebut bisa merupakan kawajiban-kewajiban 
yang mengikat dalam traktat-traktat hak asasi manusia di mana suatu negara sudah 
menjadi pihak. 
Akses kepada advokat dan pembela umum adalah hak asasi manusia. Hak ini 
sangat diperlukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, dan saksi.
39
 Jika terjadi 
penolakan untuk menunjuk advokat, bisa jadi itu disebabkan oleh ketidaktahuan hak-
hak yang dimiliki atau oleh tekanan penyidik. Ini berdasarkan penelitian yang 
dilakukan yang menyatakan bahwa pada umumnya (57%) tarsangka takut menuntut 
hak mereka. Sebagaian besar tidak meminta didampingi penasihat hukum ketika 
diperiksa (85,7%), karena mereka tidak mengetahui hal itu. Kalaupun mengetahui 
mereka merasa tidak mampu untuk membayar penasihat hukum.
40
 
Mengingat UUD 1945 dan KUHAP belum memjamin secara tegas akses ke 
pembela advokat, untuk masa yang akan datang perlu adanya jaminan akses tersebut 
dalam UUD 1945 dan KUHAP. 
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Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan kedudukan 
warga negara di hadapan hukum, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mengakui 
bahwa orang mampu maupun fakir miskin mempunyai hak yang sama untuk dibela 
oleh advokat atau pembela umum. Dengan demikian, bantuan hukum sebagai 
konkretisasi hak fakir miskin untuk dibela oleh advokat atau pembela umum 
merupakan bagian dari pengakuan persamaan di hadapan hukum. Persamaan di 
hadapan hukum yang dijamin dalam konstitusi harus diimbangi dengan persamaan 
perlakuan. Artinya, semua orang harus diperlakukan sama agar tercapai keadilan bagi 
semua orang. Persamaan di hadapan hukum merupakan jaminan untuk memperoleh 
akses kepada keadilan. Bantuan hukum perlu diatur dalam UUD 1945 karena 
konstitusi ini tidak mengatur secara tegas masalah tersebut. 
Sebagai konsekuensi atas asas persamaan di hadapan hukum dan praktik 
bantuan hukum di Indonesia yang banyak digunakan untuk tujuan komersial, undang-
undang bantuan hukum mutlak diperlakukan. Komersialisasi bantuan hukum 
merupakan penyimpangan dari konsep bantuan hukum universal dan dari status 
advokat sebagai profesi yang mulia.
41
 Dalam rangka menjamin hak fakir miskin dan 
orang mampu untuk memperoleh bantuan hukum, akses untuk memperoleh 
pembelaan advokat sebaiknya dijamin dalam UUD 1945. Akses kepada advokat 
adalah hak asasi manusia yang mendasar dan penting. 
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Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk 
semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, 
yaitu untuk tindak pidana yang dituntut hukuman 15 tahun atau lebih atau dituntut 
hukuman mati, dan tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat 
diberi bantuan hukum tanpa jasa fee apabila diancam hukuman pidana selama lima 
tahun atau lebih. Jadi setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau 
pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan proses 
peradilan yang adil. 
Pembelaan oleh advokat atau pembela umum akan dapat mencegah terjadinya 
insiden penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, perendahan derajat manusia, dan 
hukuman kejam lainnya. Tidak adanya jaminan untuk dibela advokat dalam KUHAP 
di dalam praktik sering menyebabkan manipulasi oleh para penegak hukum, termasuk 
penyidik dan/atau jaksa, untuk memojokkan tersangka atau terdakwa. 
Konsep yang menyeluruh ini tentu memerlukan dana yang besar. Karena itu, 
negara harus menyediakan dana bantuan hukum dalam APBN untuk merealisasikan 
tanggung jawab konstitusionalnya mendanai program bantuan hukum. Perlu dibentuk 
suatu komite oleh federasi bantuan hukum untuk menyeleksi siapa yang berhak 
menerima bantuan hukum dari organisasi tertentu. Dana untuk pembelaan perkara 
fakir miskin ini akan dialokasikan oleh federasi bantuan hukum seluruh Indonesia, 
bekerja sama dengan lembaga pengalokasian dana independen. 
Direktur LBH Makassar, Abdul Muttalib, SH., mengatakan beliau sangat 
berharap Undang-Undang Bantuan Hukum yang diprakarsai oleh YLBHI bisa segera 
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dibahas diprolegnas dan sahkan. Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut nantinya 
diharapkan bisa menjamin hak-hak fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.
42
 
Adapun pokok-pokok muatan dari Undang-Undang Bantuan Hukum
43
 
tersebut mengatur 4 hal pokok yang penting dalam bantuan hukum yaitu: 
1. Kelembagaan 
Belajar dari Undang-Undang Bantuan Hukum Australia (Legal Aid 
Commossion), Afrika Selatan (Legal Aid Board), Taiwan (Legal Aid Foundation) 
dan Belanda (Legal Aid Council), komisi bantuan hukum nasional ini 
mempunyai kewenangan dan tugas pokok, sebagai berikut : 
a. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan bantuan hukum; 
b. Menetapkan aturan dan panduan bagi penyedia bantuan hukum; 
c. Merencanakan dan melaksanakan aktifitas bantuan hukum; 
d. Membentuk Komisi Bantuan Hukum Daerah dan Pusat Bantuan Hukum 
di wilayah hukum Pengadilan Tinggi; 
e. Menyediakan bantuan hukum oleh praktisi hukum atas biaya negara; 
f. Mempromosikan dan mengorganisir mediasi dan alternatif penyelesaian 
sengketa; 
g. Mempromosikan dan melaksanakan pendidikan bantuan hukum; 
h. Memutuskan semua permohonan bantuan hukum yang diajukan; 
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i. Menyusun anggaran yang diperlukan untuk penyediaan bantuan hukum; 
j. Mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana bantuan hukum; 
k. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan agar bantuan hukum tersedia 
bagi masyarakat miskin. 
2. Penerima Bantuan Hukum 
Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang fundamental 
sebagai prasyarat perwujudan prinsip Negara Hukum : persamaan semua orang 
dimuka hukum, hak atas peradilan yang adil dan pemenuhan prinsip equality of 
arms dalam proses hukum maka Undang-Undang Bantuan Hukum bertujuan 
untuk memastikan masyarakat miskin mendapat bantuan hukum, baik dalam 
perkara pidana maupun perkara perdata, baik sebagai tersangka, terdakwa 
maupun sebagai korban dan ketika hendak mengajukan gugatan untuk membela 
dan memperjuangkan  hak asasi menusia dan kebebasan fundamental. Di 
Australia, penerima bantuan hukum selain kategori miskin juga masyarakat adat. 
3. Penyedia Bantuan Hukum 
Bantuan hukum tidak terbatas pada pembelaan dan pendampingan 
masyarakat miskin di muka persidangan. Namun lebih luas dari itu. Bantuan 
hukum juga mencakup pendidikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan 
buta hukum. Karenanya penyedia bantuan hukum tidak terbatas pada advokat, 
melainkan praktisi dan akademisi, paralegal dan mahasiswa fakultas hukum. 
Belajar dari pengalaman di Negara lain dan praktik yang selama ini dijalankan di 
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Indonesia, maka penyedia bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 
Bantuan Hukum ini, sebagai berikut : 
a. Advokat dan praktisi hukum yang direkrut dan dipekerjakan secara 
permanen oleh Komisi Bantuan Hukum Nasional ayng bekerja di Pusat 
Batuan Hukum di wilayah hukum Pengadilan tinggi; 
b. Advokat dan praktisi hukum yang dipekerjakan untuk menyediakan 
bantuan hukum; 
c. Lembaga Bantuan Hukum; 
d. Organisasi Advokat; 
e. Universitas; 
f. Lembaga lain yang menyediakan bantuan hukum. 
4. Sumber Dana dan Anggaran Bantuan Hukum 
Dana dan anggaran bantuan hukum bersumber dari : 
a. APBN dan APBD; 
b. Dana lain yang tidak mengikat. 
Undang-Undang Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menyediakan seluas-
luasnya akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Karenanya sejauh mungkin 
tidak membatasi inisiatif pemberi bantuan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. 
Sedangkan mengenai prosedur dan tata cara pemberian bantuan hukum serta 
hal-hal yang relevan lainnya akan dibahas dalam peraturan pemerintah. 
Selain itu diperintahkan juga dalam Al-Quran untuk saling tolong-menolong, 
terdapat pada Surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi : 
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Artinya :   “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan  takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan  
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah  amat berat siksa-Nya”. 
C. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Sebagai Pihak Pemberi Bantuan 
Hukum Bagi Fakir Miskin 
Para penasihat hukum sebagai pihak pemberi bantuan hukum sangat 
diharapkan kehadiran dan kinerjanya untuk membela hak asasi fakir miskin yang 
sedang menjalani proses hukum. Bantuan hukum yang diberikan kepada mereka 
dengan maksud dan tujuan agar para fakir miskin yang terlibat kasus hukum 
memperoleh perlakuan dalam proporsi yang sebenarnya. Apapun kesalahan yang 
dituduhkan kepada mereka bila mereka dalam posisi tersangka/terdakwa dan kasus 
apapun yang sedang mereka hadapi. Mereka harus mendapat jaminan bahwa mereka 
tetap diperlakukan sesuai harkat dan kedudukannya sebagai manusia. 
Bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin yang terlibat kasus hukum 
disediakan suatu lembanga yang dapat memberikan bantuan hukum tanpa jasa fee 
(tanpa bayar). Lembaga tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hanya saja 
tidak semua masyarakat miskin mengetahui adanya lembaga tersebut di kota 
Makassar meskipun sudah banyak juga yang mengetahuinya. Dari penelitian yang 
dilakukan penulis memperoleh data sebagai berikut: 
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TABEL I 
TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG 
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR 
No. Jawaban Responden Frekuensi Persentase % 
1 
 
2. 
 
 
3. 
Mereka sama sekali tidak mengetahui 
tentang Lembaga Bantuan Hukum 
Mereka mengetahui akan adanya 
Lembaga Bantuan Hukum Makassar 
tapi tidak mengetahui fungsinya 
Mereka mengetahui akan adanya 
Lembaga Bantuan Hukum di 
Makassar dan tahu fungsi dari LBH 
9 
 
12 
 
 
19 
22,5% 
 
30% 
 
47,5% 
 
 
JUMLAH 40 100% 
Sumber : Data Primer 2010 
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa para responden yang terdiri dari 
para masyarakat yang berdomosili di Makassar yang tingkat pengetahuannya tidak 
mengetahui akan adanya suatu Lembaga Bantuan Hukum di Kota Makassar dengan 
jumlah responden 9 orang atau 22,5%. Para responden yang mengetahui akan adanya 
Lembaga Bantuan Hukum di Kota Makassar tetapi tidak mengetahui fungsi dari LBH 
itu sendiri adalah 12 orang atau 30%. Sedangkan para responden yang mengetahui 
akan adanya Lembaga Bantuan Hukum di Kota Makassar dan mengetahui dengan 
baik fungsi dari LBH itu adalah 19 orang atau 47,5%. 
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Direktur LBH Makassar, Abdul Muttalib, SH.,
44
 mengatakan bahwa dari 
tahun ketahun LBH Makassar semakin dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai 
golongan. Hal tersebut dikarenakan dalam satu kasus yang ditangani LBH Makassar 
tidak selamanya hanya memiliki satu korban atau pemohon bantuan hukum. Sebagai 
contoh kasus tanah di Takalar, jumlah kliennya kurang lebih 50 orang dan dari 50 
orang tersebut tentunya memiliki sanakkeluarga dan teman yang kemudian saling 
berbagi informasi dan akhirnya mereka pun mengetahui tentang LBH Makassar serta 
fungsi dan kinerjanya. 
LBH Makassar bisa dikenal masyarakat luas semua karena kegigihan, 
kesungguhan, kesabaran dan ketulusan dari para advokat LBH Makassar dalam 
menangani kasus-kasus yang diterima LBH meskipun dengan berbagai keterbatasan 
yang mereka miliki. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa LBH Makassar suatu lembaga pemberi bantuan 
hukum kepada fakir miskin di Makassar juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. 
Keterbatasan yang dimaksud tersebut seperti keterbatasan tenaga kerja dan sumber 
pendanaan. Tidak semua sarjana hukum khususnya di kota Makassar mau 
mengabdikan dirinya di LBH Makassar hanya mereka yang peduli dengan nasib 
mayarakat miskin dan buta hukumlah yang serius dengan ikhlas dan tulus 
mengabdikan dirinya pada lembaga bantuan hukum ini oleh karena itu, jumlah 
advokat yang bernaung di LBH Makassar jumalnya tidak banyak. Sedangkan, 
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Finansial yang LBH Makassar miliki hanya bersumber dari alumni-alumni dan dari 
orang-orang yang peduli dengan masyarakat miskin, LBH Makassar sama sekali tidak 
mendapat bantuan atau suntikan dana dari pemerintah. Tapi hal ini tidak kemudian 
menjadi penghalang bagi LBH Makassar untuk tetap menjalankan kewajibannya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Makassar, bahwa sepanjang tahun 2010, LBH Makassar sudah 
menerima berbagai jenis pengaduan kasus. Sebagai gambaran, jumlah pengaduan 
kasus di LBH Makassar yang diterima oleh LBH Makassar sepanjang tahun 2010, 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
TABEL II 
JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA OLEH  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR 
TAHUN 2007-2009 
Tahun Jumlah Kasus 
2007 
2008 
2009 
173 kasus 
183 kasus 
204 kasus 
Sumber : Lembaga Bantuan Hukum Makassar 2010 
Dari tabel II di atas terlihat sangat jelas bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 
2009 selalu terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh advokat di LBH 
Makassar. Tahun 2007 sebanyak 173 kasus, tahun 2008 sebanyak 183 kasus atau naik 
sekitar 5% dan tahun 2009 sebanyak 204 kasus atau naik sekitar 11%. 
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Table II di atas menunjukkan bahwa pihak advokat di LBH Makassar sudah 
cukup berperan aktif dalam menangani kasus di wilayah Makassar dan sekitarnya, 
terutama bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin atau tidak mampu. 
Posisi dan peran startegis LBH Makassar yang berdasarkan visi-misinya dapat 
dirumuskan menjadi lima peran utama, yaitu : 
1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal tanpa membedakan 
latar belakang suku, agama dan ras yang bertumpuh pada nilai-nilai hukum 
dan martabat serta hak asasi manusia. 
2. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat baik pada pejabat negara 
maupun masyarakat biasa guna tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban 
sebagai subyek hukum dan berperan serta aktif dalam penegakan, 
pembentukan dan pembaruan hukum 
3. Mempengaruhi kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak-hak 
ekonomi, sosial, budaya dan hak-hak sipil dan politik. Prasyarat yang mutlak 
adalah meningkatkan kemampuan dan kepedulian kontrol sosial bagi 
kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya 
kebijakan publik yang berpihak kepada hak ekonomi, sosial, budaya dan hak 
sipil politik, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional. 
4. Memainkan peran bersama-sama masyarakat sipil dalam menentukan arah 
transisi politik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi 
manusia dan keadilan gender. Menentukan arah transisi politik berarti 
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memprakarsai dan memanfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan 
masyarakat sipil. 
5. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat. Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar dalam sistem politik makro. 
Kepala Divisi Buruh dan Perkotaan LBH Makassar, Dahlan Bado, S.Ag., 
mengatakan bahwa ada tiga cara yang dapat dilakukan agar kasus hukum masyarakat 
bisa dibantu untuk ditangani oleh advokat dari pihak LBH Makassar. Cara pertama 
adalah dari pihak LBH Makassar itu sendiri yang berinisiatif untuk membantu 
menangani kasus yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang tergolong miskin 
tersebut. Cara kedua adalah dengan adanya anggota keluarga dari mereka yang 
tersangkut masalah hukum tersebut yang datang dan menghubungi pihak LBH 
Makassar. Cara ketiga adalah adanya pihak lain selain anggota keluarga dari mereka 
yang tersangkut masalah hukum yang datang dan menghubungi pihak LBH 
Makassar. Ketiga cara ini lah yang bisa digunakan untuk mendapatkan jasa bantuan 
hukum dari LBH.
45
 
Selanjutnya dijelaskan prosedur penerimaan kasus di LBH Makassar. 
Prosedur penerimaan kasus untuk calon klien yaitu: 
1. Mengisi formulir data klien, isinya antara lain menganai pekerjaan pokok dan 
tambahan calon klien, harta yang dimiliki, tanggungan keluarga, hal ini 
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ditanyakan untuk mengetahui tingkat kemampuan calon klien membayar 
advokat. Dan pertanyaan-pertanyaan untuk menunjukkan apakah kasus dari 
calon klien termasuk kasus-kasus struktural. 
2. Kemudian calon klien akan mendapatkan jasa hukum dan dapat berkonsultasi 
dengan advokat publik/assisten advokat publik 
3. Advokat publik/assisten advokat publik berkoordinasi dengan kepala 
operasional untuk menentukan diterima/tidak kasus tersebut 
4. Jika kasus bersifat individual, dan LBH tidak memiliki cukup SDM dan 
alokasi biaya perkara, akan direkomendasiakan : 
a. Ditangani untuk kasus-kasus yang dapat membawa perubahan bagi sistem 
hukum dan terdapat tenaga/SDM; 
b. Diselesaikan oleh mitra dengan tetap berkonsultasi dengan advokat 
publik/assistan advokat publik untuk setiap langkah hukumnya; 
c. Dirujuk kepada jaringan kerja LSM yang khusus menangani perkara 
tertentu; 
d. Dirujuk ke kentor advokat alumni LBH-YLBHI jika klien/mitra tidak 
memenuhi syarat formal (mampu). 
5. Setelah proses konsultasi, calon klien membayar administrasi; 
6. Kasus yang bersifat massal, struktural, berdampak luas dan tidak mampu 
secara ekonomi, hukum dan politik advokat publik/assisten advokat publik 
akan mengkoordinasikan dengan kepala Oprasional untuk membahas diterima 
atau tidaknya kasus tersebut; 
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7. Jika diterima, maka advokat publik/assisten advokat publik akan ditugaskan 
melakukan proses advokasi kasus tersebut. 
Selain prosedur penerimaan kasus dijelaskan juga ruang lingkup kerja LBH 
Makassar. Ruang lingkup kerja LBH Makassar adalah : 
1. Konsultasi Hukum 
Konsultasi hukum diberikan kepada setiap kelompok masyarakat yang 
membutuhkan nasihat/advis hukum untuk semua jenis perkara/kasus. 
2. Pendampingan Kasus 
Pendampingan kasus dilakukan terhadap kasus yang memenuhi 
klasifikasi sebagai berikut : 
a. Konflik tidak hanya menyangkut pada kepentingan individu, tetapi juga 
kepentingan kelompok masyarakat. 
b. Memiliki prospek bagi pengembangan dan pembaharuan hukum yang 
lebih memihak kepada masyarakat. 
3. Pendidikan dan Pengorganisasian 
Pendidikan dan pengorganisasian merupakan bagian kerja advokasi LBH 
Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dan posisi tawar 
masyarakat dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan maupun dalam 
menghadapi berbagai permasalahan hukum yang mereka hadapi. 
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4. Publikasi dan Kampanye 
Selain aktif melakukan kegiatan publikasi dan kampanya, LBH Makassar 
juga melakukan riset menyangkut topik yang menjadi bidang prioritas kerja LBH 
Makassar seperti perlindungan terhadap hak sipil dan politik, perlindungan 
terhadap hak-hak buruh, petani, anak dan perempuan serta kelompok miskin kota 
dan pemberantasan korupsi. 
Khusus untuk poin pendampinagan kasus, jenis kasus yang didampingi 
oleh LBH Makassar adalah sebagai berikut : 
a. Kasus Pertanahan : 
Berkaitan dengan pemerataan sumberdaya ekonomi, terutama masyarakat 
yang sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian. 
b. Kasus Lingkungan Hidup : 
Berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. 
c. Kasus Perburuhan : 
Berkaitan dengan akses sebagian besar kelompok masyarakat (buruh) 
yang tidak berdaya terhadap sumber daya ekonomi. 
d. Kasus Hak Sipil dan Politik : 
Berkaitan dengan peningkatan posisi dan akses masyarakat dalam 
hubungannya dengan dengan Negara (state). 
e. Kasus Anak dan Perempuan : 
Berkaitan dengan eksploitasi, tindak kekerasan, diskriminasi terhadap 
anak dan perempuan. 
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TABEL 3 
JENIS KASUS YANG DITERIMA DAN DIDAMPINGI OLEH 
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR 
TAHUN 2007-2009 
 
No. 
 
Jenis Kasus 
Tahun 
2007 2008 2009 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Kasus Tanah dan Lingkungan 
Kasus Perburuhan 
Kasus Hak Sipil dan Politik 
Kasus Anak dan Perempuan 
Kasus Person (Struktural) 
Kasus Person (Non Struktural) 
Advis  
61 
6 
38 
11 
- 
43 
14 
10 
5 
48 
21 
85 
- 
14 
13 
10 
29 
19 
133 
- 
- 
JUMLAH 173 kasus 183 kasus 204 kasus 
Sumber : Lembaga Bantuan Hukum Makassar 2010 
Dari tabel 3 di atas terlihat bahwa jenis kasus yang tertinggi yang LBH 
Makassar tangani dari tahun 2007-2009 adalah jenis kasus person yang struktural 
45% - 65% meskipun untuk tahun 2007 tidak ada pendampingan sama sekali. Kasus 
person yang dimaksud di sini adalah kasus individu yang dialami masyarakat yang 
pelakunya adalah aparat atau simbol negara seperti penganiayaan oleh anggota 
kepolisian. Dan jenis kasus yang terendah yang LBH Makassar tangani dari tahun 
2007-2009 yaitu jenis kasus perburuhan hanya 2% - 4% saja. 
Jadi jumlah kasus yang telah LBH Makassar tangani dari tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2009 sebanyak 560 kasus. 
Muh. Dahlan Bado, S.Ag mengatakan bahwa memang yang menjadi perhatian 
khusus LBH dalam hal penanganan kasus, visi-misi LBH adalah batuan hukum 
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struktural yang pada substansinya LBH membela warga negara sebagai korban dari 
kekerasan negara sehingga dalam melakukan advokasi/penanganan kasus LBH 
Makassar selalu melibatkan klien dalam pengambilan keputusan atau setidak-
tidaknya LBH Makassar sebisa mungkin tidak menangani secara langsung tapi 
meminta klien/dampingan untuk jalan sendiri atau menyelesaikan sendiri 
masalahanya dengan cara LBH setiap menerima pengaduan terlebih dahulu 
memberikan pendidikan-pendikan hukum/politik sampai dampingan atau klien 
memahami cara-cara penyelesaian perkara yang dihadapinya. Jadi sebisa mungkin 
klien yang menyelesaikan sendiri, saat klien merasa tidak mampu barulah LBH 
membantu secara bersama-sama atau sendiri sebagai kuasa, hal itu dilakukan LBH 
Makassar oleh karena LBH hadir sebagai lembaga yang ingin mengangkat harkat dan 
martabat warga negara agar tidak selalu ditindas, warga negara yang memahami hak-
haknya selaku warga negara, warga negara yang mandiri dan berdaya sendiri dan 
tidak selalu bergantung pada orang lain/LBH sendiri sehingga harapannya kedepan 
LBH Makassar tidak melihat lagi ada warga negara yang diperbudak atau ditindas 
karena warga negara sudah mampu melawan kesewenang-wenangan.
46
 
 Tetapi secara garis besar sikap akhir penanganan LBH dalam proses 
penanganan kasus ada tiga, yaitu : 
1. LBH menerima karena termasuk dalam kategori bantuan hukum struktural 
2. LBH hanya memberi aktis/pemahaman hukum 
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3. Menolak tetapi selalu diikuti dengan pemberian solusi. 
Ada yang khusus terkait dengan penangan kasus di LBH Makassar, terkait 
dengan pelanggaran HAM berat, LBH tanpa pengaduan langsung mengambil sikap 
dengan cara mengajukan keberatan atau pelaporan terkait pelanggaran HAM berat 
tersebut. LBH melakuakan hal tersebut oleh karena masyarakat urban memiliki posisi 
yang sulit untuk melakukan perlawanan dan demi untuk penyelamatan dan 
penghormatan hak asasi manusia maka LBH harus mengambil peran. 
Namun ada yang mengganjal hati Muh. Dahlan kata beliau LBH Makassar 
sebenarnya bukanlah pemberi bantuan hukum cuma-cuma tapi pemberi bantuan 
hukum struktural. Dikatakan bukan pemberi bantuan hukum cuma-cuma karena kalau 
dikatakan demikian itu artinya LBH harus memberikan bantuan hukum kepada setiap 
masyarakat yang datang memohon bantuan hukum tetapi kenyataannya tidak semua 
masyarakat yang datang memohon bantuan hukum akan didampingi melainkan kasus 
yang tergolong struktural lah yang mendapat perhatian dari LBH Makassar.
47
 
Kasus-kasus struktural yang dimaksud separti tindakan pengusaha kepada 
tenaga kerjanya, pelakunya aparat negara dan korbannya warga negara atau korban 
kekerasan terhadap anak dan perempuan. 
Tidak selamanya juga masyarakat yang miskin saja yang diberi bantuan 
hukum oleh LBH Makassar, sebagai contoh anggota kepolisian yang tertindas oleh 
atasannya maka LBH bisa membantu saat diminta karena itu termasuk kasus 
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struktural. Begitupun sebaliknya tidak semua masyarakat yang tergolong tidak 
mampu bisa langsung diberi bantuan hukum oleh LBH Makassar, apabila kasus yang 
dimohonkan bentuan hukum adalah kasus antara masyarakat dengan masyarakat, 
maka LBH bisa menolak untuk memberi bantuan hukum tetapi LBH tetap akan 
memberi solusi-solusi hukum untuk kasus tersebut. 
D.  Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Hal Pemberian Bantuan Hukum 
Oleh Lembaga Bantuan Hukum 
Dalam hal pemberian bantuan hukum kapada fakir miskin yang dilakukan 
oleh LBH Makassar tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi LBH Makassar 
sedikit banyak bisa mempengaruhi kinerja mereka dalam memberikan bantuan 
hukum kepada masyarakat miskin. 
Direktur LBH Makassar, Abdul Mutalib, SH., mengatakan bahwa hambatan-
hambatan yang dihadapi oleh LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum 
kepada fakir miskin ada yang sifatnya eksternal dan ada yang internal. 
Faktor-faktor penghambat yang sifatnya eksternal ada beberapa hal. Pertama, 
LBH Makassar dalam memandang kasus tidak hanya dari satu sisi atau dari satu segi 
saja tetapi dari berbagai segi yang menembus hukum itu sendiri. Adanya intervensi 
negara yang sangat kuat dimana intervensi negara ini sampai ke hal-hal yang terkecil 
sekalipun seperti sumber ekonomi, dan cara untuk hidup lebih baik. Semua itu 
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berdampak pada tumbuhnya masyarakat yang miskin secara  struktural dan hal itulah 
yang diperangi oleh LBH Makassar.
48
 
LBH Makassar dalam bekerja tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, 
model bantuan hukum yang LBH Makassar terapkan disebut dengan bantuan hukum 
progresif atau bantuan hukum yang lebih maju sehingga kadang sulit untuk ditangkap 
oleh negara atau aparat hukumnya sehingga LBH Makassar sering dianggap sebagai 
sandungan buat mereka. Kemudian yang kedua adalah sikap apriori dari negara dan 
aparat hukumnya yang kurang memberikan akses kepada pihak LBH Makassar untuk 
memdapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan guna membantu klien-klien dari 
LBH Makassar itu sendiri. Banyak alasan yang diberikan oleh pihak negara sehingga 
pihak LBH kesulitan dalam mendapatkan informasi yang sebenarnya sangat 
dibutuhkan dalam menangani kasus-kasus klien di LBH Makassar. 
Kemudian faktor-faktor yang sifatnya internal yang menjadi penghambat bagi 
LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat miskin 
pertama, masalah finansial atau pendanaan pada LBH Makassar. LBH didirikan oleh 
orang-orang yang peduli dengan nasib masyarakat yang tidak mampu yang 
terintervensi oleh negara dan menjadi miskin secara struktural dan LBH sama sekali 
tidak mendapat bantuan dana dari negara atau pemerintah. Sumber dana yang dimiliki 
oleh LBH Makassar hanyalah diperoleh dari subsidi YLBHI, kerjasama dengan 
organisasi yang memiliki perhatian dalam Issu Hukum, HAM, God & Clean 
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Governance, Fundrising, sumbangan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat 
yang jumlahnya juga sudah menipis. Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan untuk 
membatu menyelesaikan kasus-kasus klien dan dana yang dibutuhkan disini semata-
mata untuk kebutuhan oprasional, bukan untuk kepentingan pribadi para advokat di 
LBH Makassar. Para advokat yang bekerja di LBH Makassar tidak bertujuan untuk 
mencari uang semata-mata mereka bekerja karena keinginan pribadi dan untuk 
mendapatkan kepuasan batin setelah melakukan pekerjaan mereka. Hanya saja, tidak 
bisa dihindari bahwa masalah dana menjadi masalah krusial dalam kinerja mereka. 
Karena mereka tidak hanya menangani kasus di wilayah kota Makassar saja, tetapi 
sampai ke wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, karena hal ini maka 
tidak jarang para advokat ini harus mengeluarkan biaya pribadi selama perjalanan 
kerja kesana. Tetapi hal ini tidak lantas dikeluhkan oleh mereka. Para advokat di LBH 
Makassar menganggap masalah ini sebagai ujian bagi mereka dalam menjalankan 
pekerjaan mereka. 
Kedua adalah masalah sumberdaya manusia. LBH Makassar sekarang ini 
hanya memiliki 16 advokat sedangkan jumlah kasus yang masuk setiap seminggunya 
berkisar 7 kasus artinya kasus yang harus dihendel oleh advokat-advokat LBH 
Makassar dalam sebulannya adalah 30-an kasus sungguh selisih angka yang tidak 
sebanding. Ketiga, masalah kapasitas untuk para advokat di LBH Makassar. Para 
advokat di LBH Makassar tentunya membutuhkan penguatan-penguatan ilmu 
keadvokatan sebagai penunjang bagi mereka dalam memberikan bantuan hukum 
kepada masyarakat khususnya yang tergolong fakir miskin. Penguatan-penguatan 
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ilmu tersebut bisa didapatkan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum tetapi 
sehubungan dengan kurangnya finansial yang dimiliki oleh LBH Makassar sendiri 
dan tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk menfasilitasi LBH Makassar 
membuat para advokat LBH tidak mendapatkan hal tersebut. Kurangnya  
penyuluhan-penyuluhan hukum yang didapatkan oleh para advokat LBH Makassar 
memaksa mereka untuk belajar hanya secara otodidak. 
Meskipun terdapat beberapa hambatan atau kendala yang LBH Makassar 
hadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin tetapi hal tersebut tidak 
kemudian membuat para advokat-advokat LBH Makassar berputus asa dalam 
membela kaum marginal mereka semua tetap maju pantang mundur membela 
ketidakadilan yang menimpa masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan 
kurang pengetahuan tentang hukum. 
Beberapa hal yang disebut di atas merupakan hal yang sering menjadi 
hambatan bagi LBH Makassar dalam memberi bantuan hukum. Agar hambatan-
hambatan tersebut dapat diminimalisir terjadinya maka dibutuhkan adanya kerjasama 
yang baik antara negara dalam hal membuka akses informasi yang baik dan 
mengadakan punyuluhan hukum terutama bagi masyarakat marginal atau masyarakat 
miskin agar terhindar dari masalah kurangnya pengetahuan soal hukum agar 
kesadaran hukum mereka dapat lebih ditingkatkan. Karena persoalan keadilan bagi 
rakyat adalah persoalan keyakinan diri akan kebenaran, keyakinan akan harga diri 
dan keyakinan menjaga martabat. Agar dikemudian hari tidak ada lagi diantara 
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mereka (rakyat) yang menghujat lembaga peradilan, mencerca aparat hukum 
termasuk advokat atau pengacara. 
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BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa: 
1. Aturan tentang bantuan hukum bagi fakir miskin telah dijamin dalam 
konstitusi (UUD 1945) dan dikatakan dalam KUHAP bahwa fakir miskin 
memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tetapi aturan-aturan yang 
menjamin hak fakir miskin tersebut untuk mendapat bantuan hukum tidak 
dilengkapi dengan aturan yang menjamin akses kepada pembela atau advokat. 
2. Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar saat ini sudah menjalankan 
perannya dengan baik sesuai dengan kode etik profesinya. Mereka sudah 
cukup tanggap dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat 
yang tergolong fakir miskin. Akses untuk mendapatkan bantuan hukum dari 
mereka juga sudah sangat mudah. 
3. Dalam menjalankan perannya LBH Makassar memiliki hambatan-hambatan 
baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Yang bersifat 
eksternal yaitu tidak mampunya aparat hukum dalam mengartikan bantuan 
hukum progresif yang digunakan oleh LBH Makassar, sikap sebagian aparat 
hukum yang apriori terhadap kerja advokat LBH. Sedangkan hambatan yang 
sifatnya internal adalah masalah pendanaan atau finansial dalam LBH 
Makassar itu sendiri, sumber daya manusia atau advokat yang LBH Makassar 
84 
 
miliki masih dirasa kurang bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang 
masuk dan yang terakhir adalah masalah kapasitas para advokat yang kurang 
mendapatkan penyuluhan-penyuluhan hukum terkait dengan kurangnya dana 
yang LBH Makassar miliki. 
B. Saran 
1. Agar hak konstitusional fakir miskin untuk mendapatkan bantuan hukum bisa 
terpenuhi secara maksimal maka, konstitusi (UUD 1945) sebaiknya tidak 
hanya menjamin hak fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum tetapi 
juga menjamin secara tegas akses untuk mereka memperoleh pembelaan 
advokat karena akses kepada advokat adalah hak asasi manusia yang 
mendasar dan penting. 
2. Pihak LBH Makassar bisa dapat lebih baik lagi dari sekarang dalam 
memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat yang tersangkut masalah 
hukum yang tergolong miskin dan buta hukum. Semakin mempermudah akses 
agar para masyarakat yang tergolong miskin dapat lebih mudah menghubungi 
para pengacara yang berada di LBH. 
3. Pemerintah diharapkan memberikan perhatiannya dengan cara memfasilitasi 
pihak LBH Makassar dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi hukum 
kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, agar mereka mengetahui 
keberadaan suatu Lembaga Bantuan Hukum, karena hambatan utama dalam 
hal pemberian bantuan hukum adalah kurangnya pengetahuan mereka akan 
adanya LBH. 
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